BUPATI TELUK WONDAMA
<PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI

Menimbang

Mengingat

DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor O Tahun 2018 fnnfor\n‘ Peruihahan Atag Peratuiran

LAV S LV Y CALLVALL &4 AU Luildliara A WA VARSCALACARE &

Daerah Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu
diiakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor
31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

Bupafi T\Inmr\r Q1 ’T‘O"\'I'Iﬂ 0“1‘; ’[‘nn+ong Vnﬂ'l1t41ﬂra_rn,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat,

Knanhiinntan Talialr Rintiini Anan Wanahiinntan Talaalr
HDAUUpQLCI iCiun isiliteaiil Al DA P aviuan

Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4245);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan

Peerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 1 ')R Tamhahan Taemharan Nnn‘aro

\Jasavsa 2 CRALANICALACRIL AdAALAICARL AL

<Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82’ Tamhahan Lembaran Negara Renublilt

CarrarscArLICARR AL AR NICAL CALL AN s & pansaan

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Dnﬂ"nhlﬂz Indonesia Nomor '-_\'AQA\

AL AAA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587]
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,

’l‘r_\ml—\r_\kon T armhnonran Naonra Rarmihlily Tndaneacin NNlamanr
4 Cari1ean AANCALANICAL CALL ‘.‘\fswu L\Uy“uul‘ ALANAVSLANNTACA AV JALAVL

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
nAnnno1o ’T‘nlﬂn\n 2NNND NNamnr QA Toarmhnhan T amharan

PR SAVIVIP vy CALL LINJ\JNJ AVJLAAIL T L CALIARICRLACALL AL RANICAL AL

Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan

AN LLARICALCALL AN \/6“.& « L\\ay AAA% ALAANAVAILL VDAL LTVRILUL U ',

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun
2016 Tentang Pedoman Nomenkiatur, Tugas dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan

Urusan Bidang Perhubungan;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun
2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(T armharan naproh Vo]'“ 1r\gh=n Tealuilr ‘X’r\nr]gm a Tab1 1

\Asviiiasiia s A iA A \sAivaln Avacaiasaca

2018 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Telul: Wondama Tahun 2016 Nomor 21):

A2 F g,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Dinas
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 31)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keempat yang terdiri dari Pasal 9 dan Pasal 10 diubah
sehingga sehingga keseluruhan Bagian Keempat berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Keempat
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tipe A terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
ij Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

-



2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Bidang Bina Marga, membawahkan:

i) Seksi Pembangunan dan Peningkaian Jalan;

2) Seksi Pembahguan Jembatan;

3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,;
d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:

1) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;

2) Scnbl lde Dd._llgu.lld_ll,

- 3) Seksi Pemeliharaan Median dan Taman Kota;

e. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan:

1) Seksi Pembangunan Rumah Rakyat;

2) Seksi Penataan Pemukiman;

3 } Seksi Pemangunan Drainase dan Jalan Lingz(ungan;
f. Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan;

1. Seksi Pembangunan Jaringan Air Bersih;

2. Seksi Pemasangan Jaringan Rumah Tangga;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan;

Ridano Crimhar Aawva Al mhavrahlrane

Bidang Sumber daya Air, membawahkan:
1) Seksi Penataan Sungai dan Pantai;

2) Seksi Pengembangan irigasi dan Rawa;
3) Seksi Pemeliharaan Irigasi dan Sungai;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UP’I‘D).

LLULULLLr s e e
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{2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas
membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan
dan pemukiman.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai
fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang,
peruinahan dail peinukiinaii;



Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan
ruang, perumahan dan pemukiman;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum,
pendiaan ruang, perumanan dan pemukiman,

Pelaksanaan administrasi dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Bagian Kesembilan yang terdiri dari Pasal 19 dan Pasal 20
diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kesembilan berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kesembilan
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tnaga Kerja Tipe B,
terdiri dari:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

ij Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan
Pelaporan;

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman

Transmigrasi, membawahkan:

i) Seksi Penyiapan Areai;

2) Seksi Perumahan dan Pemukiman Transmigrasi;

3) Seksi Pendaftaran,Seleksi dan Penempatan Transmigrasi;

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, membawahkan:

1) Seksi Sarana dan Prasarana Transmigrasi;

2) Seksi Pemniberdayaan Masyarakat Transmiigrasi;

3) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya;

. Bidang Ketenagakerjaan,membawahkan:

1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;

2) Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja;

2 Qalra: Dalatilhan Ao Deadsslrtivridna Tarmacs WA
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Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Susunan Organisasi Transmigrasi dan Tenaga Kerja
sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 20

-

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok
membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga
Kerja;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Transmigirasi dan bidang Tenaga

Kerja;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Transmigrasi dan
bidang Tenaga Kerja;

d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

dan fungsinya.

9)

Ketentuan Bagian Keduabelas yang terdiri dari Pasal 25 dan Pasal 26
diubah sehingga Keseluruhan Bagian Keduabelas berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Keduabelas
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 25
(1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, terdiri
dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan Aset Evaluasi dan
Pelaporan.



f.

g.

. Bidang Pengembangan Perpustakaan, membawahkan :

1) Seksi Pengadaan dan Pengembangan SDM,;
2) Seksi Pengelolaan Konservasi dan Fumigasi Bahan Pustaka;
3) Seksi Teknologi informasi dan Alinh Media Perpusiakaan,

. Bidang Kearsipan, membawahkan :

1) Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Arsip;
2) Seksi Penyimpanan dan Pelayanan Arsip ;
3) Seksi Pemeliharaan dan Pemusnahan Arsip.
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1) Seksi Penataan Perpustakaan;

2) Seksi Pelayanan Perpustakaan;

3) Seksi Pelayanan Perpustakaan Keliling.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
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(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 26

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok
membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

(2) Uniuk melaksanakan iugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

a.

b.

Perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan bidang
Kearsipan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan bidang
Keairsipaii;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan
bidang Kearsipan;

Pelaksanaan administrasi dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas

A £vam emzamvrn
Uail iuiigoiiiya.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi
sebagai berikut:



Bagian Keenambelas
DINAS PERHUBUNGAN TIPE C
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 33

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Tipe C, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan Aset Evaiuasi dan
Pelaporan.
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :
1) Seksi Lalu Lintas;
2) Seksi Angkutan;
3) Seksi Pengujian Sarana;
d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan :
1) Seksi Prasarana;
2) Seksi Keselamatan ;
3) Seksi Pengembangan

C. Ul.lll. rCId.l&de.ld J.C.l&.u..lb Uuldb \ 1 )
f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana
tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian _yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk
Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 21 Desember 2018

"PARAF VERTIKAL
Sekretaris Daerah

Asisten Bid. Pemerintahan

Kabag Hukum dan HAM

-?-r;-—z>

Diundangkan di Rasiei

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2018 NOMOR 40
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Lampiran| : Peraturan Bupati Teluk Wondama

Nomor : 40 Tahun 2018
Tanggal : 21 Desember 2018
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

S

TIPEA
( KEPALA DINAS ‘]

[ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL J [ SEKKRETARIS J
| L
‘/ \ J f SURRAG. LIMLIM \\ f SUBBAG, SUBBAG. ]
DAN KEUANGAN, PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN DAN ASET EVALUASI DAN

PELAPORAN

BIDANG BIDANG BIDANG PERUMAHAN BIDANG AIR BERSIH BIDANG
BINA MARGA CIPTA KARYA DAN PEMUKIMAN DAN PENYEHATAN SUMBERDAYA AIR
I J L | y LINGKUNGAN
lI ,
~ ~, 7 T
[ SEKSI PEMBANGUNAN ) r SEKSI w SEKSI ) L SEKSI ] ‘ SEKS!
DAN PENINGKATAN PEMANFAATAN TATA —  PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PENATAAN SUNGAI
l JALAN J | RUANG J PERUMAHAN RAKYATJ LJARINGAN AIR BERSIH J | DAN PANTAI
.
7 N\ - “~ i N r N\ )V oa—
SEKSI SEKSI TATA SEKSI SEKS| PENYEHATAN SEKSI
PEMBANGUNAN BANGUNAN = PENATAAN LINGKUNGAN || PEMELIHARAAN
JEMBATAN PEMUKIMAN IRIGAS! DAN
\ 1\
k J \ ) - SUNGAI
\
‘ SEKSI ] ( SEKSI ( SEKSI SEKSI
| PEMELHARAAN [ | PEMELHARAAN PEMBANGUNAN PEMASANGAN SEKSI
JALAN DAN MEDIAN DAN | |  DRAINASE DAN SARINGAN RUNAI || PCNGIMDANGAN
JEMBATAN TAMAN KOTA JALAN L TANGGA J IRIGASI DAN
LINGKUNGAN \ RAWA

)
, PARAF VERTIKAL ”
Sekretaris Daerah \
Asisten Bid. Pemerintahan
Kabag Hukum dan HAM
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Lampiran il : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 40 Tahun 2018
Tanggal : 21 Desember 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
= TIPEB

(o)
L KEPALA DINAS J

’ . |' SEKKRETARIS ]
L KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I
4 ) (
. I |
SUBBAG. PERENCANAAN,
SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN, ASET EVALUASI
BIDANG PENYIAPAN BIDANG ' BIDANG
KAWASAN
PEMBANGUNAN FENGENMBANGAN KETENAGAKERIAAN
| KAWASAN I
PEMLIKIMAN
U J k TRANSMIGRASI ) U )
: - ~N
e ~ SEKS| PEMBINAAN ( SEKSI
SEKSI USAHA EKONOMI HUBUNGAN
PENYIAPAN AREAL DAN SOSIAL 1 iNDUSTRIAL DAN
BUDAYA | svARAT-SYARAT kemiA |
. J J )
N ( ) 7 p— »
SEKS| PERUMAHAN SEKSt SEKSH .
DAN PEMUKIMAN FPEMIBERDATAAN ] PLNVIDIAAN CAN
TRANSMIGRASI MASYARAKAT PENEMPATAN TENAGA
TRANSMIGRAS! KERIA
~ / . J (O J
SEKSI PENDAFTARAN SEKS! PEMBINAAN ) ( SEKSI R
PELATIHAN DAN
, SELEKS! DAN | USAHA EKONOMI I Rt
PENEMDATAN NAN SOSIAI .
L TRANSMIGRASI J k BUDAYA IENAGA KERIA
Y, \_ J
( UpPTD ’
, PARAF VERTIKAL |
Sekretaris Daerah \

Asisten Bid. Pemerintahan

Kabag Hukum dan HAM

Eaa

-
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Lampiran lll : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 40 Tahun 2018
Tanggal : 21 Desember 2018

[

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS!
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
TIPEB

{ KEPALA DINAS }

( )
l I I
{ ) k SEKKREIARID J
L KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I
wy
( <
SUBBAG. PERENCANAAN,
KEUANGAN, ASET
SUBBAG. UMUM DAN EVALUASI DAN
k J ] VEDC/ZAVAIALARL l I
KEPEGAWAIAN J L PELAFORAN )

BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN KEARSIPAN LAYANAN
L PFRPIISTAKAAN J L ) k PERPUSTAKAAN J

L

(SEKSI PENGADAAN DAN % SEKSI " SEKSI
PENGEMBANGAN SDM PENGUMPULAN PENATAAN
DAN PERPUSTAKAAN I
PENGELOLAAN N\ J
. J
SEKSI PENGELOLAAN, r SEKS! DENVIAPAN h ( SEKS! w
KONSERVASI, DAN PELAYANAN PELAYANAN
FUMIGASI DAN BAHAN ARSIP | PERPUSTAKAAN
PUSTAKA
\ ) \ J
N J/ ™~ -
) )
r SEXS! TEXKNOLOG! \ ( SEKS! ( SEKS!
. ' INEQRMAS!I DAN ALIH l PEMELIHARAAN DAN PELAYANAN
I MEDIA PEMUSNAHAN ARSIP PERPUSTAKAAN
KELILING
PERPUSTAKAAN ) \_ )
PARAF VERTIKAL
Sekretaris Daerah

Asisten Bid. Pemerintahan

Kabag Hukum dan HAM

.
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Lampiran IV : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 40 Tahun 2018
Tanggal : 21 Desember 2018
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
= TIPEC
' R
t KEPALA DINAS
V4
e ™ ‘ j
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL L SEKKRETARIS J
. ~
\- J 4 M\
SUBBAG.
KEUANGAN, ASET
L KEPEGAWAIAN J l EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG. PRASARANA DAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KESELAMATAN
N y, N )
\
PENGUSIAN SARANA PENGUJIAN SARANA
L ) )
_\
SEKSI SEKSI
PENGUJIAN SARANA PENGUJIAN
\ ) SARANA
SEKS! ) o ]
PENGUJIAN SARANA PENGEMBANGAN
\. y,
PARAF VERTIKAL
Sekretaris Daerah

Asisten Bid. Pemerintahan

Kabag Hukum dan HAM

v




